
Dikatakan pula, hingga
kini belum ada kejelasan
terkait kasus tersebut.
Karena itu, pihak keluarga
mendorong Komnas HAM
untuk terlibat melakukan
penyelidikan. Selain itu,
keluarga meminta Komnas
HAM untuk memanggil
oknum yang diduga mem-
bakar rumah Rico Sem-
purna Pasaribu. 

ÓDalam hal ini kami
bukan berharap, tapi me-
minta dengan tegas harus
dipanggil,Ó tegasnya.

Pihak keluarga, lanjut
Irvan, juga berharap
Komnas HAM dapat meng-
ungkap dalang utama ka-
sus tersebut. ÓDan kami
meyakini kalau habis pe-
meriksaan Komnas HAM
ini akan bisa mengungkap,Ó
tandasnya.

Sebelumnya, Kepolisian
Daerah (Polda) Sumatera
Utara telah menetapkan
tiga tersangka diduga terli-
bat dalam kasus pem-
bakaran rumah wartawan
Rico Sempurna Pasaribu di
Jalan Nabung Surbakti
Kabupaten Karo. Ketiga
tersangka yang ditangkap
tersebut, yaitu inisial B pa-
da Kamis (11/7), RAS pada
Sabtu (6/7), dan YT pada

Minggu (7/7).
Kepala Bidang Humas

Polda Sumatera Utara
Kombes Pol Hadi Wahyudi
di Medan, mengatakan
bahwa tersangka B meme-
rintahkan dua tersangka
lainnya membakar rumah
korban Rico Sempurna
Pasaribu. ÓTersangka B
menyuruh YT membakar,
serta memberikan uang Rp
130.000 kepada RAS untuk
dibelikan minyak pertalite
dan solar yang digunakan
membakar rumah korban,Ó

tutur Hadi.
Kemudian, RAS bersiap

dengan menggunakan
sepeda motor. Setelah api
menyala, kedua pelaku
kabur dan membuang botol
bekas campuran bahan
bakar minyak (BBM) sekitar
30 meter dari tempat keja-
dian perkara. ÓAksi pem-
bakaran ini terekam sangat
jelas dari analisa kamera
pengawas atau CCTV di
sekitar rumah korban
Sempurna Pasaribu,Ó kata
Hadi.          (Ful)-d

kelima orang tersebut. ÓKetua Umum juga
akan memanggil pimpinan banom dan
lembaga yang menjadi pengabdian yang
bersangkutan,Ó ujarnya.

Ia menjelaskan, jika ditemukan unsur
pelanggaran organisasi, bukan tidak
mungkin kelima orang itu akan diberhen-
tikan dari statusnya sebagai pengurus
lembaga atau banom.

Sementara itu, ia menyayangkan kun-
jungan lima orang tersebut yang men-
gatasnamakan pemuda NU ke Israel dan
bertemu Presiden Isaac Herzog. 

ÓKelima orang tersebut tidak mendapat
mandat PBNU dan juga tidak pernah me-
minta izin ke PBNU,Ó jelas Saifullah Yusuf.

Menurutnya, kepergian lima orang itu
ke Israel adalah tindakan yang sangat ti-
dak bijaksana di tengah situasi yang me-
manas antara Israel dan Palestina.
Apalagi, lanjutnya, NU sebagai organisasi

berada di barisan depan mengutuk se-
rangan terus-menerus yang dilakukan
Israel.

ÓKepergian mereka ke Israel adalah tin-
dakan yang sangat tidak bijaksana, mem-
bingungkan dan mendapatkan banyak ke-
caman nyata. Kunjungan itu juga melukai
perasaan kita semua,Ó tegasnya.

Rencana pemanggilan kelima warga
Nahdliyin itu juga dibenarkan Ketua PB-
NU Savic Ali. Ia mengatakan, akan me-
manggil lima warga NU (Nahdliyin) yang
bertemu Presiden Israel, kemudian foto
pertemuan itu viral di media sosial.

Savic Ali menjelaskan, pemanggilan
tersebut hanya untuk mereka yang ter-
catat sebagai pengurus atau kader NU.
ÓPBNU akan memanggil mereka yang ter-
catat sebagai pengurus atau kader NU,
karena tidak semua yang ke sana itu ka-
der NU,Ó jelasnya. (Ant)-d
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dalam radius 3 kilometer dari pusat erupsi
Gunung Lewotobi Laki-laki dan Gunung
Lewotobi Perempuan, serta 4 km arah sek-
toral Utara-Timur Laut dan 5 km pada sek-
tor Timur Laut dari pusat erupsi Gunung
Lewotobi Laki-laki.

Masyarakat juga diimbau agar tenang
dan mengikuti arahan Pemerintah Daerah

serta tidak mempercayai isu-isu yang tidak
jelas sumbernya. Pemda, lanjutnya, di-
harapkan senantiasa berkoordinasi dengan
Pos Pengamatan Gunung Lewotobi Laki-
laki di Desa Pululera, Kecamatan
Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur,
atau PVMBG, Badan Geologi di Bandung. 

(Ant/San)-d
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Sontak muncul beberapa reaksi dari
masyarakat, terutama dari kampus-kam-
pus. Mengapa  Karena menurut UU No.
20/2003 tentang Sisdiknas dan UU No.
tentang Guru dan Dosen, yang berhak
mendapat sebutan (atau lebih tepatnya:
jabatan akademik) adalah Dosen aktif
yang bekerja di suatu perguruan tinggi.
Jabatan akademik ada empat, yaitu
Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan
Profesor (atau Guru Besar).

Namun pada tahun 2021, terbit
Permendikbudristek No. 38/2021 tentang
Pengangkatan Profesor Kehormatan pa-
da Perguruan Tinggi.

Di dalam aturan ini, profesor kehormat-
an tidak diberikan untuk dosen, melain-
kan untuk orang non-akademik yang me-
miliki kompetensi luar biasa. Nah, di sini-
lah sulitnya menentukan seperti apa kom-
petensi yang luar biasa itu. Yang jelas, su-
dah ada dua mantan Presiden RI yang
mendapat ÔanugerahÕ Profesor Kehor-
matan dan baru-baru ini ada tiga politisi
yang juga mendapat gelar tertinggi di
dunia akademik ini.

Mengapa heboh?  Bagaimana tidak,
untuk mendapatkan pangkat Profesor,
seorang Dosen harus punya ijazah S3,
sudah menjadi dosen minimal 10 tahun,
berarti bekerja aktif di sebuah perguruan

tinggi, lalu harus memenuhi angka kredit
Tri Dharma PT, yang terdiri atas bidang
pendidikan dan pengajaran, penelitian
dan publikasi, pengabdian masyarakat
dan kinerja lainnya.

Salah satu syarat yang dianggap sa-
ngat berat adalah harus menerbitkan
makalah di jurnal terakreditasi interna-
sional, yaitu Scopus atau Web of Science.
Di Scopus ada empat kasta, mulai dari
yang tertinggi yaitu Q1, Q2, Q3 dan Q4.
Untuk publikasi di Q1, ada biaya resminya
yang rata-rata Rp 25 juta ke atas, sedang
Q4 sekitar Rp10 juta ke atas. Memang
ada yang gratis, tapi seperti dunia da-
gang, ada harga, ada rupa. Meskipun se-
orang dosen sudah menerbitkan artikel di
sana, ketika dia sendiri akan mengunduh
artikelnya sendiri, tetap dikenai biaya seki-
tar $20-$40.

Karena relatif sulit, maka muncullah
bisnis pendampingan atau bahkan pem-
buatan paper sampai publikasi ini.

Pembuatan satu paper sampai terbit
tarifnya puluhan hingga ratusan juta
Rupiah. Bagi sebagian orang, aturan ini
merupakan bisnis yang sangat meng-
giurkan dan bisa kaya mendadak.
Meskipun tidak etis, tetapi tidak melang-
gar hukum, atau paling tidak, sulit dilacak.
Apalagi dengan bantuan AI, pekerjaan

menjadi semakin mudah.
Nah, para dosen susah payah meng-

gapai gelar Profesor, tetapi ternyata
orang-orang non-dosen, dapat dengan
mudah dan cepat mendapat gelar
Profesor Kehormatan.

Mengapa Diburu 

Menurut Abraham Maslow (1943), ada
empat tingkatan kebutuhan manusia,
yaitu kebutuhan dasar (makan, sehat),
kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial
(berkelompok), dan tertinggi adalah kebu-
tuhan mendapatkan penghargaan.
Beberapa tahun lalu ada tren sebagian
orang mencari gelar bangsawan dari se-
buah kraton, karena dianggap dapat me-
ningkatkan wibawa, meskipun tidak ada
pertalian darah dengan keluarga kraton.
Entah bagaimana caranya.

Kemudian bergeser ke gelar Doktor,
tetapi karena diperoleh tanpa perjuangan
akademik, maka gelarnya Dr. HC, tidak
apalah. 

Maka beberapa seniman dan politisi
berusaha mendapatkannya. Kini muncul
tren baru, pada mencari Profesor Kehor-
matan. Semoga tidak perlu menjadi tren,
pada tergila-gila pada gelar Anumerta.

(Penulis,  Dosen STIE YKPN

Yogyakarta dan Pengurus ISEI Cabang

Yogyakarta)-d
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Hilman mengatakan, Kemenag tidak
bisa memutuskan soal pembagian kuota ji-
ka tidak ada rumusan dari Kementerian
Haji Arab Saudi yang diturunkan lewat
dokumen. Ketika dokumen dari Kemen-
terian Haji Arab Saudi turun, katanya,
Kemenag baru bisa memproses soal pem-
bagian alokasi kuota haji tambahan. ÓDari
sana dokumennya barulah kita proses,
kalau nggak ada itu, tidak bisa kita proses,Ó
ujar Hilman. Ia juga menegaskan, Keme-
nag siap membawa dokumen dan data-da-
ta yang diperlukan saat rapat Pansus
Angket Pengawasan Haji dimulai. Menteri
Agama Yaqut Cholil Qoumas menye-
butkan, siap mengikuti setiap proses eva-
luasi penyelenggaraan ibadah haji 2024.

Pada bagian lain Dirjen PHU juga men-

jelaskan soal Pengalihan tambahan 10 ribu
kuota haji ke haji khusus. Salah satunya
atas hasil perhitungan simulasi kepadatan
yang dilakukan Kemenag dan Kemen-
terian Haji Arab Saudi.

Pengalihan 10 ribu kuota haji ini menjadi
salah satu materi yang akan dibahas
dalam rapat Pansus Angket Pengawasan
Haji DPR RI. Pansus menilai pengalihan
10 ribu dari 20 ribu kuota tambahan yang
diperoleh tahun ini cacat secara prosedural
dan tidak sesuai kesepakatan saat rapat
kerja Komisi VIII DPR RI.

Hilman menjelaskan saat pertama kali
mendengar tambahan kuota haji sebanyak
20 ribu orang, pihaknya menyambut gem-
bira sekaligus mesti berpikir keras soal
pembagian kuota hingga pemberian

layanan di tanah air dan Tanah Suci.
Tambahan kuota ini menjadi yang terbe-

sar sepanjang penyelenggaraan ibadah
haji dan menjadi tantangan tersendiri bagi
Kementerian Agama. Kemenag kemudian
melaporkan tambahan tersebut ke Komisi
VIII DPR. Setelah rapat, Kemenag juga
langsung berdiskusi dengan Kementerian
Haji Arab Saudi untuk membahas layanan
untuk jemaah kuota tambahan.

Kedua kementerian tersebut lantas
menyoroti perihal simulasi-simulasi yang
mungkin bisa terjadi terutama saat puncak
haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina
(Armuzna). Khusus di Mina, menjadi per-
hatian serius Kemenag mengingat luasan
Mina yang terbatas dan tenda-tenda di
maktab yang tergolong sempit.           (Ati)-d
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Tak berselang lama dari rilis oleh
Forbes, media ekonomi terkemuka dunia
lainnya, Fortune pada Selasa (18/6)
mengumumkan daftar Fortune Southeast
Asia 500 untuk pertama kalinya. Daftar ini
berisikan 500 perusahaan terbesar di Asia
Tenggara yang dinilai berdasarkan rev-
enue, profit dan aset.

Prestasi kembali diraih BRI yang pada
daftar Fortune Southeast Asia 500 men-
duduki Peringkat Pertama untuk industri
perbankan dan keuangan di Indonesia, se-
dangkan di Asia Tenggara BRI menempati
Peringkat ke-4 untuk kategori finansial.

Selanjutnya, BRI mendapatkan 11
penghargaan dari Finance Asia pada
ajang The Finance Asia Awards and AsiaÕs
Best Companies Poll Gala Dinner 2024
yang diselenggarakan Kamis (27/6) di
Hong Kong.

Dari 11 penghargaan yang diterima BRI,
7 penghargaan di antaranya diperoleh dari
kategori AsiaÕs Best Companies dan 4

penghargaan dalam kategori Finance Asia
Awards. Untuk AsiaÕs Best Companies BRI
mendapatkan Best CEO (Gold) untuk
Direktur Utama BRI Sunarso.

Ada juga Best Managed Company
(Gold), Best Investor Relations (Gold),
Best CFO (Silver) untuk Direktur
Keuangan BRI Viviana Dyah Ayu, Most
Committed to DEI (Silver), Most
Committed to ESG (Silver) dan Best Large
Cap Company (Bronze).

Sementara itu, 4 penghargaan yang
diperoleh dalam kategori Finance Asia
Awards di antaranya Best Bank For
Financial Inclusion (Winner), Best
Commercial Bank-SMEs (Winner), Best
Sustainable Bank (Highly Commended)
dan Most Innovative Technology (Highly
Commended).

Direktur Utama BRI Sunarso mengung-
kapkan, seluruh penghargaan yang diper-
oleh BRI tak lepas dari komitmen
perseroan yang terus mengusung misi

menciptakan economic value dan social
value dengan terus fokus pada pember-
dayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM).

Sunarso menambahkan, di tengah
ketidakpastian ekonomi global serta era
suku bunga tinggi, keberhasilan BRI
mendapatkan pengakuan dari Forbes,
Fortune dan Finance Asia serta The
Banker membuktikan bahwa dunia in-
ternasional mengakui serta mengapre-
siasi strategic response yang diambil
BRI dalam menghadapi tantangan serta
semakin mengukuhkan posisi BRI se-
bagai perusahaan BUMN yang kian di-
akui kiprahnya di kancah global.

ÓHal tersebut terbukti berhasil menjadi
landasan dalam pencapaian kinerja yang
positif bagi BRI yang menjadi leader di in-
dustri perbankan di Indonesia serta se-
makin menunjukkan pengaruh di industri
keuangan regional dan global,Ó imbuh
Sunarso. (*)-d

KR-Surya Adi Lesmana

HARI PERTAMA SEKOLAH: Siswa-siswi SD Muhammadiyah Suronatan Yogyakarta
menyalami Kepala Sekolah M Slamet Riyanto MPd beserta para guru lainnya yang
menyambut mereka saat hari pertama masuk sekolah Tahun Ajaran 2024/2025, Senin
(15/7/2024). Hari pertama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dilalui dengan
riang gembira dan bagi siswa Kelas 1 juga diperkenalkan dengan para guru serta teman-
teman barunya.

KEMENKO PMK SOAL UU KIA

Dikaji, Aturan Turunan Terkait Cuti Ayah
JAKARTA (KR) - Deputi Bidang

Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak,
Perempuan, dan Pemuda, Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan (Kemenko
PMK) Woro Srihastuti Sulistyaningrum
menyatakan, pihaknya masih mengkaji
peraturan turunan dari Undang Undang
Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kese-
jahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu
Hari Pertama Kehidupan (UU KIA) terkait
cuti ayah.

ÓIni memang masih menjadi pertanya-
an, cuti ayah tiga hari apa cukup begitu,
tetapi sebenarnya kan diberi kesempatan
juga untuk ayah bisa ambil cuti lagi, bi-
asanya ada untuk alasan penting. Jadi,
untuk alasan penting, menambah cuti
masih dimungkinkan, bukan berarti dalam

UU tiga hari, terus jadi kaku tiga hari saja,Ó
kata Woro dalam temu media di Kantor
Kemenko PMK Jakarta, Senin (15/7).

Ia menjelaskan, terkait turunan UU KIA,
salah satunya bahasan tentang cuti ayah,
masih terus dikaji Kemenko PMK meli-
batkan berbagai pemangku kepentingan
dan studi-studi terkait. ÓNah memang kan
kemudian bagaimana Pemerintah menin-
daklanjuti UU tersebut. Ini kan masih
Undang Undang ya, tentu kita akan mem-
bahas lagi bagaimana turunan dari UU
KIA yang baru saja dikeluarkan. Untuk
aturan-aturan turunan, salah satunya tadi
membahas terkait dengan cuti, baik cuti
bagi ibu maupun ayah sedang kita siap-
kan, nanti kalau sudah ada pasti akan kita
bagikan,Ó katanya.

Ia juga menegaskan, implementasi UU

KIAperlu persiapan dan sosialisasi secara
berkelanjutan kepada para pemberi kerja,
yang tentu juga melibatkan kementerian
dan lembaga. ÓApa yang harus kita persi-
apkan itu utamanya dari pemberi kerja,
karena mereka pasti biasanya kan
menghitung untung dan rugi, karena kalau
pekerjaan begitu kan. Untuk Pemerintah,
nanti kita akan lanjut diskusikan dengan
melibatkan berbagai kementerian/lemba-
ga, termasuk Kementerian Tenaga Kerja,Ó
tuturnya.

Nantinya, turunan UU KIA tersebut
akan diturunkan kembali dalam bentuk
Peraturan Pemerintah maupun Peraturan
Presiden, yang akan mengatur mengenai
metode cuti ayah dan ibu, yang tentunya
akan disesuaikan dengan Undang
Undang Ketenagakerjaan.       (Ant/San)-d


